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KATA PENGANTAR 

 

 

             

 Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyusun laporan pengabdian 

masyarakat inii dengan judul: “Sosialisasi Peran UMKM Sebagai Salah Satu Upaya 

Dalam Mencapai Sustainable Development Goals.”   

 UMKM memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasion

al  dan penyerapan tenaga kerja.  Proporsinya sebesar 99.99% dari keseluruhan pelak

u  usaha yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadikan UMKM sebagai tulang pung

gung  perekonomian, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuh

an ekonomi inklusif di Indonesia. Di era digital saat ini UMKM dituntut untuk bisa m

emanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing.  Pengabdian masyaraka

t ini lebih menitik beratkan pada peran sebuah UMKM berbasis digital yang   dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif.  Pendekatan yang digunakan yaitu konsep 

Sustainable Development Goals  (SDGs).  

 Model pengabdian masyarakat ini berpotensi  untuk dikembangkan dan dapat 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM mampu berinovasi, meningkatkan pe

ran industri dan pemanfaatan teknologi digital, menciptakan lapangan kerja yang laya

k.  Demikianlah laporan pengabdian masyarakat ini dibuat agar dapat bermanfaat bag

i kita semuanya, khususnya bagi pelaku UMKM. 

 

 

       Jakarta, 2 Juli  2021 

       Fasilitator Pengabdian Masyarakat 

 

                                                 Drs. Suhanto, M.Si.   

       Drs. Yumetri Abidin, M.Si.   
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ABSTRAK 

A. Nama : Drs. Suhanto, M.Si. 

B. NIP / NIDN          :  0104160961/ 0302096601  

Nama Lengkap          :  Drs. Yumetri Abidin, M.Si. 

NIP/NIDN                :  0104160871/0302086201 

C. Judul : “Sosialisasi Peran UMKM Sebagai Salah Satu Upaya Dalam 

    Mencapai Sustainable Development Goals.”             

D. Isi Singkat :  UMKM mendukung tercapainya Sustainable Development G

oals (SDGs) sebagai pendorong penciptaan lapangan kerja, pe

rtumbuhan ekonomi, dan realisasi keuntungan sosial. UMKM 

dan inovasi dalam semua dimensi ekonomi dan sosial             

dianggap sebagai strategi kunci untuk mencapai Tujuan             

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama di tingkat       

nasional. Peran kunci yang dapat dimainkan pengusaha adalah 

membawa lebih banyak pekerjaan dan kemakmuran               

ke  masyarakat penerus zaman modern. Pentingnya kemitraan 

yang kuat antara pengusaha, perempuan dan laki-laki, untuk  

berbagi praktik terbaik sejalan dengan menghubungkan           

layanan keuangan dengan non-keuangan terhadap                   

pengembangan pengusaha dan UMKM sesuai harapan SDGs”

.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah.   

 Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat 

menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi agenda pembangunan dunia 

pada 2030 nanti. UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, 

penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak 

negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  

 Ketua Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), 

Sihol Aritonang, mengatakan bahwa UMKM dapat berkontribusi terhadap semua 

goals di dalam SDGs. Sebagai contoh, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja 

yang berarti mendukung pencapaian tujuan nomor satu, yaitu angka kemiskinan,  

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.  Bisnis UMKM yang memperhatikan 

produk dan proses yang ramah lingkungan juga mendukung pencapaian SDGs nomor 

12, 13, 14, dan 15. Jadi, kalau kita menempatkan UMKM dalam konteks pencapaian 

SDGs dapat menjadi strategi yang tepat.  

 Sebagaimana diketahui, UMKM merupakan ujung tombak perekonomian 

nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 

60% di masa prapandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi 

dan terus bertumbuh mencapai 96,99%-97,22% dengan jumlah pelaku UMKM 

mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Sayangnya, di era 

pandemi Covid-19, UMKM menjadi sektor yang paling terpukul. Berdasarkan survei 

terhadap 202 pelaku usaha roti, biskuit, cake, jajanan pasar, mie, pancake, dan pastry 

di Surabaya dan Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 94% pelaku UMKM terdampak 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag7149/sustainable-development-goals-sdgs
https://www.wartaekonomi.co.id/tag5729/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm
https://www.wartaekonomi.co.id/tag9688/sihol-aritonang
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negatif oleh pandemi Covid-19. "Di era new normal ini, pandemi Covid-19 

memutarbalikkan angka kemiskinan dari pencapaian sembilan tahun terakhir dan 

meningkatkan angka pengangguran. Untuk itu mendukung langkah pemerintah 

Indonesia yang sejak awal pandemi telah menempatkan UMKM sebagai prioritas 

utama penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional.  

 Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri 

membantu UMKM. Aksi kolektif berbagai sektor sangat dibutuhkan untuk 

mendukung kebangkitan UMKM. Dalam hal ini, sektor bisnis dapat menjadi motor 

untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor bisnis 

mempunyai kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan 

investasi. Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada 

lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka. 

Hingga kini, sektor bisnis juga telah mengambil bagian untuk mengembangkan 

UMKM demi pencapaian SDGs. 

 Sebagai contoh, salah satu anggota kami Grup APRIL memberdayakan 

komunitas lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan 

keterampilan pertanian berkelanjutan dan modern kepada petani-petani desa dalam 

program One Village One Commodity (OVOC). Grup APRIL bekerja sama dengan 

komunitas desa untuk memilih produk yang sesuai untuk menjadi spesialisasi 

wilayahnya, kemudian memberikan pelatihan tentang metode pertanian modern.  

   

 

B. Analisis Situasi Mitra/Kelompok Sasaran. 

 

 Analsisi situasi mitra dalam pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari 

sasaran  sosialisasi ini ditujukan  kepada  khususnya masyarakat Jakarta, Bogor, 

Depok, Bekasi dan Tanggerang (JADEBOTABEK), umumnya kepada masyarakat 

seluruh Indonesia yang masuk dalam data base jaringan ormas, orpol, komunitas dan 
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kelompok WA. Analisis situasi mitra atau kelompok sasaran ini dilakukan agar hasil 

yang dicapai dapat menjadi tolak ukur untuk keberhasilan dari pengabdian 

masyarakat. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap “Sosialisasi Peran UMKM 

Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Sustainable Development Goals.”dapat 

terwujud dengan baik.  

 

C. Tujuan Kegiatan.  

 

 Masyarakat mengerti dan memahami  “Sosialisasi Peran UMKM Sebagai 

Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Sustainable Development Goals.” 

1. Agar masyarakat mendukung peran UMKM.  

2. Agar masyarakat memahami bahwa UMKM tersebut pondasi dasar 

pembangunan ekonomi rakyat. 

3. Agar masyarakat mendukung Sustainable Development Goals.”dapat 

terwujud dengan baik.  
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BAB   II 

 

PELAKSANAAN 

 

 A.  Lokasi dan Metode Pelaksanaan. 

 

 Kegiatan ini dilaksanakan melalui media Online Virtual pada  masyarakat 

yang terdapat pada data base. Sosialisasi dilakukan selama 2 jam  dua kali seminggu 

yang dilakukan pada sore atau malam hari tergantung pada permintaan dan 

kesempatan waktu. 

 

 B.  Waktu Pelaksanaan. 

 

 Sosialisasi ini dilaksanakan pada semester genap 2020/2021 mulai bulan 

Maret  2021 sampai Juni 2021. 

 

 C. Peserta Kegiatan. 

  

 Peserta kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat     adalah komunitas yang 

ada di group WA yang berda di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tanggerang dan 

Bekasi. Jumlahnya bervariasi sekitar 100 sampai 300 orang dalam setiap acara 

sosialisasi. 

  

 D. Instruktur. 

 

 Dalam pengabdian masyarakat ini, instruktur dipandu oleh 2 orang yaitu: 

Drs. Suhanto, M.Si dan Drs. Yumetri Abidin, M.Si. Kedua instruktur melakukan 

sosialisasi dan berdilog dengan peserta. 

 

 E. Materi Sosialisasi. 
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 Materi terurai telah disiapkan dalam satu  paket yang berdurasi selama 2 jam 

efektif. Materi terurainya adalah:  

  

SOSIALISASI PERAN UMKM SEBAGAI SALAH SATU 

UPAYA DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5diterima perkapita, namun perlu adanya pendekataan yang menyeluruh dalam 

memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial,budaya dan letak geografis suatu 

daerah.Untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan didaerah maka perlu peranan 

pemerintah daerah yang baik dalam penanggulangan kemiskinan, halini perlu 

dilakukan karena pemerintah daerah mempunyai atau mengetahui secara menyeluruh 

karakteristik kemiskinan didaerah tersebut.Disamping itu perlu adanya kelembagaan 

yang kuat dari organisasi ekonomi masyarakat miskin, hal itu perlu adanya fasilitasi 

dari pemerintahuntuk meningkatkan peran ekonomi masyarakat miskin dengan 

melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping dariprogram 

pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan partisipasi masyarakat secara 

aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskindapat berjalan sehingga dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.2. Tujuan Pembangunan 

MileniumTujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau 

http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=1
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=1
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=2
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=2
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=3
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=3
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=4
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=4
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=5
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=5
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=6
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=6
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=7
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=7
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=8
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=8
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=9
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=9
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=10
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=10
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=11
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=11
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=12
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=12
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=13
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=13
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=14
http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf#page=14
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disingkat MDGs)adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara 

danperwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yangmulai 

dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuanuntuk dicapai padatahun 

2015. Targetnya adalah tercapaikesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat 

pada 2015.Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh 

dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dandiadopsi oleh 189 negara serta 

ditandatangani oleh 147 kepalapemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi 

TingkatTinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000tersebut. 

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York 

tersebut dan menandatanganiDeklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen 

negara masing-masingdan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan 

pembangunan dalam Milenium ini (MDGs),sebagai satu paket tujuan yang terukur 

untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.Penandatanganan deklarasi ini 

merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk menanggulangi 

kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; 

meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular 

lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidupdan mengembangkan kemitraan 

global untuk pembangunan.Inti dari deklarasi milenium ini adalah delapan tujuan 

pembangunan milenium seperti telah disebutkan diatas. Diluar ke-8 tujuan tersebut, 

deklarasi milenium juga membahas isu-isu penting lainnya seperti perdamaian, 

keamanan dan pelucutan senjata, HAM, demokrasi dan ketatapemerintahan yang 

baik, kebutuhan khusus bagi Afrika dan  

6penguatan kelembagaan PBB. Nilai-nilai yang mendasari deklarasi milenium 

adalah: kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam dan 

pertanggungjawaban bersama. Tujuan Pembangunan Milenium kemudian 

dimatangkan lagi dalam pertemuan tingkat tinggi delapan negara maju (G8) di Evian, 

Prancis pada akhir 2003.Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani 

perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia 
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melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja 

PBB dan telah menyelesaikan laporan MDGspertamanya yang ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan 

rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Tujuan 

Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk 

menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian 

tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya 

menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi 

dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang 

dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi 

jumlah orang denganpendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 

dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk 

mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak 

seimbang.Paparan program dalam MDGstentu saja merupakan konsep ideal, namun 

dalam implementasinya diperkirakan akan banyak menemui kendala di lapangan dan 

kemungkinan besar akan sulit memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kritik 

terhadap MDGsterkait dengan persoalan ketergantungan negara-negara anggota pada 

negara donor. Pendanaan dari negara-negara biasanya disertai berbagai persyaratan 

yang pada akhirnya justru memberatkan negara penerima bantuan. Negara donor 

sering memasukkan agenda tersembunyi terhadap negara yang dibantu dimana 

agenda-agenda tersebut seringkali tidak terkait dengan upaya pengentasan 

kemiskinan dan perbaikan kualitas kehidupan manusia tetapi lebih mengenai faktor-

faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam batas 

tertentu kadang-kadang tidak berarti apa-apa bagi orang miskin sehingga perlu 

konsep pembangunan yang benar-benar berpihak kepada mereka.Forum masyarakat 

sipil se-Asia Pasifik di Bangkok, pada 6-8 Oktober 2003 secara spesifik 

menghasilkan kritik terhadap MDGsantara lain:1.Tujuan pembangunan milenium 

merumuskan kemiskinan dalam konteks visi, ruang lingkup dan arah secara sempit, 

mengenyampingkan HAM2.MDGstidak memberikan sebuah peninjauan ulang 
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analisa yang dalam terhadap perubahan kebijakan dan institusi. Dengan demikian 

menghubungkan MDGs 

7dengan perangkat resep-resep utama seperti yang disodorkan oleh Bank Dunia dan 

IMF akan menjadi pendekatan yang salah.3.Perhatian dan sumber daya keuangan dari 

negara-negara maju justru dialihkan jauh dari prioritas untuk kemiskinan dan malah 

dialokasikan untuk pelayanan hutang dan pembelanjaan kebutuhan militer.Selain 

kritikan terhadap Tujuan Pembangunan Milenium, keberhasilannya juga 

dipertanyakan banyak kalangan. Salah satunya Andy Sumner (VOAIndonesia, Juni 

2012)mengevaluasi keefektifan MDGsdalam makalah berjudul “Lebih Banyak Uang 

atau Lebih Banyak Pembangunan: Apa yang Sudah Dicapai Tujuan Pembangunan 

Milenium?” Ia mengatakan, “Ada perdebatan panas mengenai apa yang akan 

terjadisetelah 2015 ketika sasaran-sasaran ini berakhir. Apakah harus ada lebih 

banyak sasaran? Apakah kita harus betul-betul ambisius mengakhiri kemsikinan 

dunia, katakanlah, pada tahun 2030? Mungkin berguna untuk melihat apa yang betul-

betul telah dicapai dalam 10 tahun terakhir dan mengajukan serangkaian pertanyaan 

mengenai hasil MDGs.”Sumner adalah pakar masalah pengentasan kemiskinan dan 

kerentanan pada Lembaga Kajian Pembangunan di Universitas Sussex.Ia mengatakan 

banyak yang dipertanyakan mengenai apa yang disebutnyadokumen yang secara 

hukum lemah.Menurut Sumner MDGssendiri tidak pernah ditandatangani oleh para 

kepala negara. Yangditandatangani mereka adalah deklarasi yang disebut Deklarasi 

Mileniumtahun 2000, yang sasaran-sasarannya ditetapkan. Tidak punya 

kekuatanhukum, karena apabila tidak terpenuhi, tidak ada yang bertanggung 

jawab.Mungkin itulah pertanyaan yang perlu diajukan jika ada serangkaian 

tujuaninternasional lainnya untuk mengurangi kemiskinan.Sumnermengatakan tujuan 

untuk mengurangi kemiskinan separuhnya menjelang tahun 2015 menyatakan masih 

ada sebagian tujuan yang belum tercapai.Sumner mengatakan ada nilai simbolik di 

dunia yang mengatakan cukuppeduli dengan kemiskinan dan menetapkan sasaran 

untuk menguranginya.Nyatanya, katanya, itu mungkin merupakan salah satu bidang 

di mana adakesepakatan internasional. Masalahnya sekarang apa yang terjadi 
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setelah2015? Apakah rencana yang dicapai 2015 diperbaharui untuk 

melanjutkanMDGs?Tenggat waktu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 

Pemerintah Indonesia hanya tersisa tiga tahun lagi. Australia (Okezone, Januari 2012) 

memberi dukungan agar fokus pencapaian target menyentuh seluruh 

Nusantara.Melalui program bantuannya AusAID, Australia sangat mendukung 

Indonesiadalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dengan menjadi mitra 

pembangunan terbesar bagi Indonesia.Pimpinan AusAIDIndonesia Jacqui De Lacy, 

dalam keterangan pers Kedubes Australia kepada Okezone,Selasa (31/1/2012) 

mengatakan Indonesia telah melakukan kemajuan besar untuk  

8membantu masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatan dan akses terhadap 

pangan, memastikan anak-anak bersekolah, mendukung perempuan danmembuat 

persalinan lebih aman. Namun masih banyak yang perlu dikerjakan.Sebagai bagian 

dari komitmen ini, AusAID menjadi sponsor acara MDGs Awards 2011 dan turut 

berpartisipasi dalam pameran yang menampilkan berbagai pencapaian MDGs yang 

diadakan di BalaiKartini ConventionCentre pada tanggal 31 Januari dan 1 

Februari.Indonesia MDGs Awards 2011 merupakan penghargaan yang mengapresiasi 

individu-individu danorganisasi-organisasi yang memberikan kontribusi besar 

terhadap pencapaian target tersebut.Penghargaan ini diharapkanmenginsipirasi upaya-

upaya penanganan kemiskinan dan berbagai tantangan pembangunan di 

Indonesia.Australia mengalokasikan dana hibah sekitar 558,1 juta dolar Australia atau 

sekira Rp5,3 triliun (Rp9,559per dolar Australia) untuk program pembangunan 

Indonesia di tahun anggaran 2011-2012.Program-program bantuan dari AusAID telah 

memberikan ruang belajar bagi lebih dari 330.000 siswa, melatih lebih dari 5.000 

pekerja kesehatan dan telah memberikan akses jaringan air bersih dan sanitasikepada 

sekitar 350.000 warga Indonesia.3. Pemberdayaan UMKMUMKM merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses 

peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyeraptenaga 
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kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka 

pengangguran.Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan(Depkop, 2012) 

mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Indonesia meningkat pesat dua tahun 

terakhir. Bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8juta unit usaha,pada 2011 

sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Jumlah UMKM yang terus meningkat ini 

diharapkan bisa sebandingdengan penyerapan tenaga kerja. Sebagai catatan, rata-rata 

UMKM bisa menyerap 3–5 tenaga kerja. Dengan adanya penambahansekitar 3 juta 

unit UMKM, dalam dua tahun terakhir, jumlah tenaga yang terserap bertambah 15 

juta orang.Melihat peran UMKM yang begitu strategis maka UMKMdapat 

mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium yaitu menanggulangi 

kemiskinan dan kelaparan.Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya 

pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. Dalam UUNo.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa 

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhaniklim dan 

pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga  

9mampu tumbuh dan berkembang menjadi usahayang tangguh dan mandiri.Iklim 

Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui 

penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek 

kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh 

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang 

seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan 

dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya 

saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Pemberdayaan UMKM diselenggarakan 

sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya 
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pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan 

kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas 

Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha 

secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM 

dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim 

usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang 

secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui 

pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk 

perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas 

pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan 

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian 

adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan 

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU 

No.20/2008).Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 

20/2008)adalah:a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.b. 

Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.c. 

Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai 

dengankompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;d. Peningkatan daya saing 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 

10e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu.Sedangkan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 

No. 20/2008) adalah:a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, danberkeadilan.b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadiusaha yang tangguh dan mandiri,danc. 

Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunandaerah, 
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penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,dan 

pengentasan rakyat dari kemiskinan.Sijabat,peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian 

Sumberdaya UMKM mengatakan upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu 

komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. 

Dalamupaya mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama 

erareformasi juga terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya 

dapatmempercepat (akselerasi) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. 

Disinilahmungkin letak pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para 

pemangkukepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan 

keyakinankepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada 

pembangunankelompok masyarakat banyak tersebut. Belum efektifnya isu-isu politik 

yangberkembang selama era reformasi mengindikasikan bahwa proses 

komunikasipolitik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik 

yang efektifdiharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang 

bergerakdalam pemberdayaan UMKM. Dengan kondisi yang masih seperti 

sekarangjangan diharapkan akan ada tenggang rasa dari para pengusaha besar 

kepadapengusaha kecil. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk bermitra 

antarapengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa dan diikat dengan 

peraturanformal, begitupun belum dapat berjalan dengan efektif.Lebih lanjut Sijabat 

mengatakan pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan 

yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancangkonsepsi dasar pemberdyaan 

UMKM adalah membangun sistem yang mampumengeliminir semua masalah yang 

menyangkut keberhasilan usaha UMKM.Salah satu aspek yang sangat menentukan 

keberhasilan UMKM adalah iklimusaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan 

kemampuan sistem yang di bangun,sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan 

banyak pelaku (aktor) danbanyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta 

bersifat jangka panjang (multies years). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-

faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu  

11rezimpemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut 
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harusditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap 

faktordan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap 

waktu,setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Seberapa 

jauhkeberhasilan membangun sistem pemberdayaan UMKM dapat dilihat 

dariseberapa besar angka pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan usahanya.Dalam 

rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangatmenentukan 

keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan stakeholder UMKM antara lain terdiri dari 

instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi 

usaha. Menurut Karsididan Irianto (2005) keterlibatan yang ada masih bersikap 

sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara stakeholder satu dengan yang lain. 

Berikut diberikanpola alternatif hubungan antar peran masing-masing stakeholder 

UMKM yangdiharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi 

kemajuanUMKM:1. UMKMUMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat 

kunci dalam rangkapemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM 

perludiberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi 

yangdiberikan oleh berbagai pihak (stakeholder yang lain) karena tanpapartisipasi 

UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibatgagalnya usaha 

pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perludisadari bahwa untuk setiap 

program pemberdayaan harus berangkat padapemenuhan kebutuhannya, meski 

kadang untuk menentukan kebutuhantersebut membutuhkan pendampingan pula.2. 

Kelompok / KoperasiBeragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan 

beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, 

apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara 

individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan 

sistim kelompok karena dapat mengurangi resiko dan mudah dalam pembinanaannya. 

Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi 

dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadikoperasi. Melalui koperasi 

diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan 

baku maupun penjualan produk.3. BDS (Bussines Development Services) 
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12BDS ini berperan sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, 

seperti aspek manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi 

dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik bankmaupun non bank. 

Idealnya jasa layanan yang diberikan BDS harus dapat ditanggung pembiayaan oleh 

UMKM sendiri, namun sampai saat ini belum banyak UMKM yang mampu 

menanggung atas jasa yang diterima. BDS dapat didirikan oleh Perguruan Tinggi, 

LSM maupun swasta.4. Asosiasi UsahaAsosiasi Usaha dapat membantu UMKM 

dalam berbagai aspek melalui anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan 

pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun 

sistim pembayaran dan meciptakan persaingan usaha yang sehat.5. Lembaga 

Keuangan (Bank dan Non Bank)Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM 

adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke 

bankkhususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukanuntuk 

memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. Sebaliknya seringlembaga keuangan 

menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal”yang dihimpun dari 

masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepadapengusaha UMKM dengan aman. 

Artinya ke dua belah pihak sebenarnyadapat membentuk hubungan yang saling 

menguntungkan. Untuk itu perludiupayakan pendekatan baru perbankkan terhadap 

UMKM, salah satunyadengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam (KSM) 

maupunkelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit 

terhadapUMKM.6. PasarPasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa 

pasar dalam negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara 

pelakuUMKM dan pelaku pasar (pembeli maupun ekspotir) perlu 

dijagakesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisipasar 

harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, BDS 

maupun Asosiasi usaha.7. PemerintahPemerintah mempunyai peran yang dalam 

memfasilitasi UMKM Lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM 

seperti koperasi, Asosiasi,BDS, dan lembaga keuangan dapat digerakkan oleh 

pemerintah dengankebijakan tertentu.Menurut Suarja (2007) pemberdayaan Koperasi 
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dan UMKM dilakukan melalui: a) revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi 

UMKM dalam sistem perkonomian  

13nasional danb)revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan 

memperbaiki akses KUMKM terhadappermodalan, tekologi, informasi dan pasar 

serta memperbaiki iklim usaha;c) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

pembangunandand) Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.Langkah-langkah 

yang harus ditempuh untuk mempercepat pemberdayaan UMKM antara lain; (1) 

tersedianya SDM yang berkualitas dan professional, (2) tersedianya dukungan 

regulasi yang kondusif, (3)tersedianya pengawasan yang efektif, (4) tersedianya 

teknologi informasi yang murah, dan (5) tersedianyapembiayaan modal yang mudah 

diakses (Baseline Report, 2000dalam Assery, 2009).PenutupUntuk mewujudkan salah 

satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan 

kelaparan dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam hal ini 

pemberdayaan UMKM. UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian 

nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam 

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar 

rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi 

kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. 
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 F. Biaya Kegiatan. 
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1. Membeli buku rujukan ilmiah dan jurnal seharga Rp. 500.000,-  

2. Membayar paket data Link Zoom, Flash Disk, Pulsa, seharga Rp. 1.500.000,- 

3. Honor 2 orang Instruktur @ Rp. 1.000.000,-     sejumlah     Rp. 2.000.000,-  

4. Biaya laporan penelitian Rp. 1.000.000,-  

Total Biaya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) 

 

  

 

G. Susunan Acara. 

 

 Acara sosialisasi dilakukan secara virtual al: 

 

09.00-09.10   Pembukaan    MC/Host 

09.10-09.30  Ice Breaking dan Perkenalan  Instruktur 

09.30-10.30  Sosialisasi Materi   Instruktur 

10.30-11.00  Diskusi Peserta   Instruktu 

11.00-11.15    Penutupan   MC/Host. 

 

 

H. Penutup. 

 

 Demikianlah laporan pengabdian masyarakat “Sosialisasi Peran UMKM 

Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Sustainable Development Goals.” 

Sosialisasi pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memajukan dan 

meningkatkan peran UMKM untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam 

mengentaskan kemiskinan dan menekan lajunya tingkat pengangguran. UMKM 

sebagai ujung tombak perekonomian rakyat di seluruh Indonesia langsung 

bersentuhan dengan aktivitas ekonomi masyarakat paling bawah. 
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